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Lembaga Xebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAIT PEITGADAAN BARANG/JASA PEMERII{TAH

KEPIrIUSAN

DEPUTI BIDA"ITG PEI|GEMBAI|GAIT DAIT PEMBIITAAIT

ST'MBER DAYA MAITUSIA

rfouoR Il TAHUI| 2023

TEITTAITG

PENETAPAIT LEMBAGA PELATIHAIT PETGADAAN BARAITG/JASA BADAN

PEITGEMBAXGAN SUUBER DAYA MAITUSIA PEMERIITTAH PROVITSI

SULIIWESI SELITTAIC SEBAGN PELIIXSA.ITA UJI KOMPETEI|SI

PEIYGN)AAIT BARAJYG/ JASA PEMERIIYTAII

DEPUTI BIDAITG PEITGEMBAIYGAIY DA"!T PEMBINAAN STIMBER DAYA MAIYUSIA,

Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27

angka 3 huruf b Peraturan lrmbaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2l tentang

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu

menetapkan Pelaksana Uji Kompetensi;

bahwa kmbaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan

untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi

sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu

Sertifrkasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber

Daya Manusia tentang Penetapan Lembaga Pelatihan

Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatart
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Sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebljakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor l44l;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan l,embaga Kebijakan Pengadaan Baralg/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya

Manusia Pengadaan Barang/ Jasa;

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan

Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2O22 tentang

Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN

LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANGIJASA BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI PELAKSANA UJI

KOMPETENSI PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAH.

KESATU Menetapkan l.embaga PeLatihan Pengadaan Barang/Jasa

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi
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Tipe A dengan TUK Mandiri di Makasar dengan kapasitas 50

peserta dan TUK Sewaktu di Wilayah III, dengan sumber

pembiayaannya berasal dari APBD.

Keputusan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan l,embaga

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe A dengan TUK Mandiri

di Makasar dengan kapasitas 5O peserta dan TUK Sewaktu di

Wilayah III berlaku sejak tanegal Keputusan ini ditetapkan

sampai dengan berakhirnya masa berlaku Akreditasi kmbaga

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ ).

Apabila dalam masa berlaku sebagaimana pada diktum

KEDUA, terdapat perubahan pada instansi yang

mengakibatkan persyaratan sebagai Pelalsana Uji Kompetensi

menjadi tidak terpenuhi, maka penetapan sebagai Pelaksana

Uji Kompetensi beralhir.

Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diktum KESATU

memiliki tugas, fungsi, dan wewenang, serta wajib mematuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu

Sertilikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dan ketentuan lainnya.

Status Penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat

drperpanjang apabila persyaratan untuk menjadi Pelaksana Uji

Kompetensi masih terpenuhi melalui usulan Pimpinan

Pelaksana Uji Kompetensi.

Status sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat dicabut apabila

Pelaksana Uji Kompetensi melakukan pelanggaran berat

sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor

KEENAM

KELIMA
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